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Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan Waijib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.

2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-
dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.

3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan Hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada
kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh pengantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
kehilangan atau rusak.

4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan waijib dilaporkan kepada kantor pendaftaran
perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu dalam waktu 3 (tiga) bulan
setelah terjadinya perubahan.

5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Pembubaran bentuk perusahaan ; atau

b. Pembubaran Perusahaan ; atau

c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya ; atau

d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir ; atau

e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri
yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap.

6. Tanda Daftar Perusahaan Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib
diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana
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(tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana
tersebut merupakan kejahatan. (pasal 32) UU-WDP.
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dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bular atau
pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindakp‘{dana
tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33) UU-WDP.
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diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-
m&1woooo (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal






